
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR ill TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2O2O TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
stmktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu
ditindaklanjuti dengan Susunan, Kedudullan, Tugas,
Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatrran Bangsa
dan Politik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Perahuart Bupati
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2O2O

tentang Susunan, Kedudukan, T\rgas, Fungsi dan
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Slelatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tafnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82ll1,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dmgan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tanrrbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO2l1'

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11, Tahun 2Ol9
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor l9al;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2t Tentang
Penyederhanaan Stmktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 5a6);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2L Tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 525);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO-440 Tahun
2OL9 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO-441 Tahun
2OL9 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang

Melaksanakan Unrsan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor

6 Tahun 2O2Ol;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2O2O TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR

ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA. DAN POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2O2O tentang Sr.rsunan, Kedudukan, T\rgas, F\rngsi Dan

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2O2O Nomor 54)

diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

(U Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik, terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Karakter Bangsa;
d. Bidang Politik Dalam Negeri;

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik;

g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

huruf b, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran
Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 1,9, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal

26 dihapus.

3. Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 28

(1) Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan

kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(41 Selain kelornpok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kelompok jabatan
fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang

berada di bawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-

masing pengelompokan uraian fungsi.
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(5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melaksanakan tugas membantu koordinator dalam
pen)rusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok jabatan fungsional sesuai pengelompokan
uraian fungsi masing-masing.

(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (41

dan ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina
kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

(71 Ketentuan mengenai pembagian trrgas dan fungsi sub-
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Bagian Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Jarruari- 2022

PJ. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Jarruaxi- 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR I I .



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 11 Ta};ua 2022

T NGGAL 3 Januaxi 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK

SUB BAGI,AN

UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BTDANG

KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENA,NGANAN KONFLIK

BIDANG
IDEOLOGI, WAWASAN

KEBANGSAAN DAN KARATOER
BANGSA

BIDANG
POLITIKDALAMNEGERI

BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSTAL,

BUDAYA, AGAMA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATIT

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

FJ. BUPATI MUARA ENIM

dto.

H. NASRUN UMAR


